





















































(3)

2)

3)

4)

6)

investasi jalan tol sebagaimana dinyatakan dalam akta
perjanjian tersebut.

surat keterangan dari bank atau lembaga keuangan yang
menyatakan bahwa peserta lelang memiliki kemampuan
untuk membiayai pengusahaan jalan tol seperti yang
diajukan oleh peserta lelang.

Jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan:

a) diterbitkan oleh bank sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan dalam Dokumen Lelang.

b) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari
jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

¢} nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum
dalam surat jaminan penawaran.

d) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal
yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

€] besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan
huruf.

f) nama pemilik jaminan penawaran (Pemerintah) yang
menerima  jaminan penawaran sama dengan nama
pemilik (Pemerintah) yang mengadakan pelelangan
pengusahaan jalan tol.

g paket pekerjaan pengusahaan jalan tol yang dijamin
sama dengan paket pengusahaan jalan tol yang dilelang.

h} isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan
ketentuan dalam Dokumen Lelang.

Jaminan penawaran wajib di klarifikasi keasliannya oleh
Panitia kepada bank yang menerbitkannya.

Dokumen Lelang (versi bahasa indonesia) yang telah
dibubuhi paraf pada setiap halaman, sebagai tanda telah
membaca, mengerti dan menyetujui isi Dokumen Lelang,
oleh pihak-pihak yang secara hukum berwenang untuk
mewakili peserta lelang.

Surat pernyataan yang menyatakan apabila peserta lelang
ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka peserta lelang,
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertanggung jawab untuk menyediakan keseluruhan biaya
investasi pengusahaan jalan tol yang diusulkan peserta
lelang dalam dokumen penawaran. Surat pernyataan ini
harus ditandatangani oleh pihak atau pihak-pihak yang
secara hukum berwenang mewakili peserta lelang.

Peserta lelang dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan dalam
tahapan penawaran selanjutnya jika dalam proses pemeriksaan dan
penilaian  dokumen penawaran, Panitia menemukan adanya
ketidaksesuaian terhadap ketentuan Dokumen Lelang.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah berita
acara hasil pelelangan (BAHP} sampul I.

BAHP sampul I harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan anggota
Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panita penandatangan
tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.

Panitia melaporkan hasil evaluasi pelelangan sampul 1 kepada BPJT
untuk disahkan.

Panitia mengumumkan hasil pelelangan sampul I tidak lebih dari 2
(dua) hari setelah Panitia menerima surat penetapan hasil evaluasi
pelelangan sampul I dari BPJT sebagaimana ketentuan pada ayat {7).

Panitia menyampaikan surat undangan kepada peserta lelang yang
dinyatakan lulus evaluasi pelelangan sampul I untuk pembukaan
dokumen sampul Il sesuai ketentuan dalam Dokumen Lelang.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 42

Panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian isi
dokumen penawaran sampul II berupa proposal keuangan/ rencana
usaha dengan mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Lelang.

Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dan penilaian
atas rumus serta kesesuaian data yang digunakan dalam proposal
keuangan/rencana usaha. Proposal keuangan,/ rencana usaha
dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat digunakan sebagai
dasar penawaran, setelah dilakukan koreksi aritmatik terhadap
proposal keuangan/rencana usaha yang diajukan.

Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah BAHP
sampul II dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan

tarif tol awal golongan I dalam Rp./km yang paling rendahsebagai
calon pemenang lelang.

BAHP sampul II harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan
anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panita
penandatangan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.

20. Judul dalam BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELELANGAN BERDASARKAN TARIF TOL AWAL TERENDAH DAN/ATAU
MASA KONSESI TERPENDEK ATAU DUKUNGAN/KOMPENSASI DARI

PEMERINTAH YANG TERENDAH
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21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

()

(3)

(6)

Pasal 43

Proses penyampaian undangan pelelangan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam 36 ayat (1), ayat (3) sampai dengan
ayat (8).

Pengadaan Pelelangan model ini termasuk metode Bl dan B2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
Dokumen Pengadaan paling kurang terdiri atas:
a. Buku 1 Ketentuan Umum, terdiri atas:
1) Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang;
2) Bab Il Ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;

3) Bab III Ketentuan Teknis; dan
4) Bab [V Syarat dan Ketentuan Aspek Keuangan.

Buku 2 SpesifikasiTeknis.
Buku 3 RancanganPerjanjianPengusahaan Jalan Tol.
Buku 4 Desain Awal.

Buku 5 Studi Kelayakan dan Rincian Dukungan Pemerintah
(untuk metoda B1)

f.  Buku 6 Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
g. Buku 7 AddendalLelang (bila ada).

o o0 o

Dalam Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Panitia harus menyusun materi yang memuat :

a. Besaran dan tata cara pengembalian investasi pemerintah
dituangkan dalam dokumen Lelang dan disampaikan oleh peserta
lelang, serta disepakati dalam PPJT.

b, Pengembalian investasi pemerintah  diserahkan kepada
Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain materi yang tercantum dalam dokumen Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), untuk metode Bl Panitia wajib
menyampaikan dokumen hasil kajian yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri tentang besaran dukungan pemerintah

dalam bentuk pengadaan tanah dan/atau sebagian konstruksi, dan
Masa Konsesi, tata cara evaluasi.

Selain materi yang tercantum dalam dokumen Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Untuk metode B2 Panitia wajib :

a. menyampaikan dokumen hasil kajian yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri tentang tarif tol awal Golongan I (dalam
Rp./Km) dan Masa Konsesi, tata cara evaluasi.

b. Melampirkan surat persetujuan Menteri Keuangan perihal
Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal terhadap
ruas jalan tol yang dilelangkan.
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Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44

(1) Proses penjelasan lelang (Aanwijzing) mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Apabila terjadi perubahan, Panitia menyampaikan besaran tarif tol
awal Golongan [ (dalam Rp./Km) dan/atau Masa Konsesi dan/atau
besaran Dukungan Pemerintah dan/atau besaran pengembalian
investasi pemerintah kepada peserta rapat penjelasan.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Tata Cara Pemasukan, Pembukaan, dan Pemeriksaaan Dokumen

Penawaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
dan Pasal 39.

Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 {satu) Pasal, yakni Pasal 45A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan
para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran
Sampul | yang terdiri atas:

a. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi menyebutkan parameter investasidan besaran
dukungan/kompensasi yang perlu diberikan atau risiko yang
ditanggung oleh Pemerintah.

Salinan jaminan penawaran (aslinya wajib diserahkan peserta
lelang kepada Panitia segera setelah dokumen penawaran dibuka
dan dinyatakan diterima oleh Panitia); dan

Proposal pengusahaan, proposal teknis, dan jadwal keseluruhan
pengusahaan jalan tol.

Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan
para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran
Sampul Il yang terdiri atas:

a. Rencana sumber dan penggunaan dana investasi;

b. Prakiraan biaya investasi (termasuk biaya pengadaan tanah yang
sudah ditetapkan sesuai ketentuan dalam Dokumen Lelang);
Proyeksi volume lalu lintas dan pendapatan tol (termasuk tarif
tol dan penyesuaiannya);
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(6)

(7)

(8)

Prakiraan biaya operasi dan pemeliharaan jalan tol;

Proyeksi neraca;

Proyeksi laba rugi;

Proyeksi arus kas;

Perhitungan NPV, IRR, Profitability & Pay Back Period; dan

Tabel berisi perincian biaya investasi pengusahaan jalan tol
dan/atau besaran dukungan yang perlu diberikan oleh
Pemerintah dan cara pengembalian investasi pemerintah.

-1 R

Panitia tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan dokumen penawaran kecuali untuk yang terlambat
memasukkan atau menyampaikan penawarannya.

Panitia membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan
Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk.

Setelah BAPP dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh
anggota Panitia yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang
yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir.

Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam
BAPP,

BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa
dilampiri dokumen penawaran.

Setelah Panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
penawaransampul 1 dan peserta lelang dinyatakan lulus, Panitia
akan meminta kepada peserta lelang untuk menghadiri pembukaan

sampul II dalam waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen
Lelang.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 47

Panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian isi
dokumen penawaran sampul II berupa proposal keuangan/ rencana
usaha dengan mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Lelang.

Panitia melakukan pengujian terhadap parameter dalam usulan
rencana usaha dalam hal perhitungan rencana pemberian
kompensasi yang akan diberikan oleh Pemerintah termasuk
melakukan pengujian terhadap jangka waktu serta masa yang
diminta oleh peserta lelang untuk diberikan kompensasi oleh

Pemerintah termasuk cara dan bentuk pengembalian investasi
pemerintah,
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Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dan penilaian
atas rumus serta kesesuaian data yang digunakan dalam proposal
keuangan/rencana bisnis. proposal keuangan/ rencana bisnis
dinyatakan memenuhi persyaratan dan oleh karenanya dapat
digunakan sebagai dasar penawaran, setelah dilakukan koreksi |

aritmatik terhadap proposal keuangan/rencana bisnis yang |
diajukan.

(4) Hasil pemeriksaan dan penilaian penawaran dituangkan dalam
scbuah BAHP sampul II dengan mengusulkan peserta lelang yang
menawarkan tarif tol awal golongan I dalam Rp./km yang paling
rendah atau besaran Dukungan Pemerintah yang terkecil dengan
memperhatikan pengembalian besaran investasi Pemerintah yang

memberikan keuntungan bagi Negara yang terbesar sebagai calon
pemenang lelang.

(5) BAHP sampul II harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan
anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panita
. penandatangan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.

26. Ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 55 BAB VII, dihapus.
27. Ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 BAB VIII, dihapus.

28. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Proses penyampaian undangan pelelangan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3) sampai
dengan ayat (8).

. {2) Pelelangan model ini termasuk metode C sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.

(3) Dokumen Pengadaan paling kurang terdiri atas:
a. Buku 1 Ketentuan Umum, terdiri atas:

1) Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang;

2) Bab II Ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
3) Bab III Ketentuan Teknis; dan

4) Bab IV Syarat dan Ketentuan Aspek Keuangan.

b. Buku 2 Spesifikasi Teknis.

Buku 3 Rancangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,

d. Buku 4 Rencana Teknik Akhir dan/atau Gambar Terbangun (As
Built Drawing)

€. Buku S5 Rincian Biaya Investasi Pemerintah dan pengembalian
Besaran Investasi Pemerintah.
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f.  Buku 6 Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
g. Buku 7 Addenda Lelang (bila ada).

(4) Dalam Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Panitia harus menyusun materi yang memuat :
a. hasil kajian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
tentang tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km) dan
penyesuaiannya,

b. Masa Konsesi dan/atau pengembalian besaran Investasi
Pemerintah yang telah ditetapkan, serta tata cara evaluasinya.

c. Pendapatan Tol diserahkan oleh Badan Usaha Jalan Tol kepada
Badan yang ditunjuk untuk mengelola pendapatan atau yang
ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak ada pengembalian investasi Pemerintah.

d. Pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan berasal dari
Pendapatan Tol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang
. dilaksanakan oleh Badan yang ditunjuk untuk mengelola
pendapatan atau yang ditentukan lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. Dalam hal pengelolaan pendapatan dilaksanakan oleh Badan

Usaha Jalan Tol, maka :

1) Pengembalian investasi pemerintah diserahkan kepada
Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

2) Besaran pengembalian investasi pemerintah oleh Badan
Usaha Jalan Tol dapat dilaksanakan sekaligus diawal pada
saat penandatanganan PPJT atau bertahap selama masa
konsesi atau waktu lain yang tidak melebihi masa konsesi
yang telah ditetapkan.

3) Besaran dan tata cara pengembalian investasi pemerintah
dituangkan dalam dokumen pelelangan dan disampaikan oleh
. peserta lelang, serta disepakati yang dituangkan dalam PPJT.

29. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65

(1) Proses penjelasan lelang (Aanwijzing) mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Apabila terjadi perubahanbesaran tarif tol, Panitia menyampaikan
besaran tarif tol awal Golongan I (dalam Rp./Km)} dan/atau Masa
Konsesi dan/atau besaran pengembalian investasi pemerintah
kepada peserta rapat penjelasan.
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30.

31.

(3}

(4)

Panitia harus menjelaskan metode pelelangan yang digunakan
kepada peserta rapat penjelasan lelang.

Penjelasan pada ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam Berita
Acara Rapat Penjelasan Lelang.

Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para

peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul II
yang terdiri atas:

a.
b.

Rencana sumber dan penggunaan dana investasi;

Prakiraan tata cara pengembalian investasi pemerintah (termasuk
besaran investasi pemerintah yang sudah ditetapkan sesuai
ketentuan dalam Dokumen Pengadaan);

Prakiraan biaya operasi dan pemeliharaan jalan tol;
Proveksi arus kas;

Tabel berisi perincian pendapatan, biaya operasi dan pemeliharaan
dan cara pengembalian investasi pemerintah.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Tata Cara evaluasi dokumen penawaran Sampul [ mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Tata cara evaluasi dokumen penawaran Sampul I dilakukan sebagai

berikut :

a. Panitia melakukan evaluasi dokumen penawaran Sampul I
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Lelang.

b. Parameter yang dievaluasi dalam dokumen penawaran Sampul I
adalah :

1) Parameter Administrasi (Lulus/Gugur)
a} Surat Usulan Penawaran;
b) Jaminan Penawaran,;
c) Dokumen Lelang (yang telah diparaf) dan;
d) Surat Pernyataan.
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a) Daftar Peralatan;
b) Daftar Sumber Daya Manusia;
c) Struktur Organisasi Usulan;

d) Metodologi Operasi dan Pemeliharaan serta kesesuaian
dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

€) Penyempurnaan (inovasi) Metodologi dan;
f) Pengalaman Perusahaan.

c. Untuk peserta lelang yang dokumen penawarannya gugur dalam
tahap evaluasi administrasi dan teknis, maka proses evaluasi
tidak dilanjutkan.

(3) Peserta lelang yang lulus evaluasi parameter administrasi dan teknis

akan dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran sampul
I1.

. 32. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68

(1) Panitia melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian isi

dokumen penawaran sampul II dengan mengacu pada ketentuan

2)  Parameter Teknis (Lulus/Gugur)
I
dalam Dokumen Lelang, |

(2) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dan
kesesuaian data yang digunakan dalam usulan penawaran. Usulan
penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan dan oleh karenanya
dapat digunakan sebagai dasar penawaran, setelah dilakukan
koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan.

(3) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah BAHP

. sampul I dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan
dalam dokumen penawaran biaya operasi dan pemeliharaan
termasuk  penambahan fasilitas yang diperlukan  untuk
pengoperasian yang terendah sebagai calon pemenang lelang.

(4) BAHP sampul II harus ditandatangani oleh ketua Panitia dan
anggota Panitia, dengan jumlah keseluruhan anggota panita
penandatangan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia.
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f.

® a0 o

33. Judul dalam BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL SETELAH SELESAI MASA
KONSESI MELALUI OPERASI - PEMELIHARAAN DALAM JANGKA WAKTU

TERTENTU

34. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Proses penyampaian undangan pelelangan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (3) sampai
dengan ayat (8).

. (2) Pengadaan Pelelangan model ini termasuk metode D sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.

(3) Dokumen Pengadaan paling kurang terdiri atas:
a.

Buku 1 Ketentuan Umum, terdiri atas:

1) Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang;

2) Bab II Ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
3) Bab III Ketentuan Teknis; dan

4) Bab IV Syarat dan Ketentuan Aspek Keuangan.
Buku 2 Spesifikasi Teknis.

Buku 3 Rancangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
Buku 4 Gambar Terbangun (As Built Drawing)

Buku 6 Laporan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
Buku 7 Addenda Lelang (bila ada).

. (4) Dalam Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Panitia harus menyusun materi yang memuat :
a.

hasil kajian yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
tentang tarif tol awal Golongan [ (dalam Rp./Km) dan
penyesuaiannya, Masa Konsesi serta besaran Investasi
Pemerintah yang telah ditetapkan, serta tata cara evaluasinya.

. Pendapatan Tol diserahkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan tidak ada pengembalian
investasi Pemerintah.

Pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan berasal dari
Pendapatan Tol sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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35.

36.

37.

38.

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70

(1) Proses penjelasan lelang (Aanwijzing) mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Apabila terjadi perubahan, Panitia menyampaikan besaran tarif tol
awal Golongan 1 (dalam Rp./Km) dan/atau Masa Konsesi kepada
peserta rapat penjelasan.

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71

Tatacara Pemasukan, Pembukaan, dan Pemeriksaan Dokumen

Penawaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
dan 52.

Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 71A
dan Pasal 71B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A
Evaluasi penawaran Sampul [ mengikuti ketentuan Pasal 67.
Pasal 71B

(1) Evaluasi penawaran Sampul II mengikuti ketentuan Pasal 68 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (4).

(2) Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam sebuah BAHP
sampul Il dengan mengusulkan peserta lelang yang menawarkan
dalam dokumen penawaran pengoperasian dan pemeliharaan yang
sesuail dengan Dokumen Pengadaan dan penawaran biaya operasi -
pemeliharaan termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan

selama masa pengoperasian dan pemeliharaan yang terendahsebagai
calon pemenang lelang.

Ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73, dihapus
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39.

40.

Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Untuk pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2},
pengelolaan pendapatan tol dan pembayaran biaya pengoperasian dan
pemeliharaan diatur sebagai berikut :

a. Pendapatan Tol diserahkan oleh badan usaha jalan tol kepada
Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan berasal dari
Pendapatan Tol sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80

(1) BPJT dapat mengusulkan kepada Menteri apabila Panitia
mensahkan hanya satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan,
untuk dilakukan negosiasi dengan peserta lelang tersebut.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus melampirkan
alasan-alasan yang memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk
usulan tarif tol dan/atau masa konsesi dan/atau besaran dukungan
dan/atau biaya pengoperasian dan pemeliharaan dan/atau cara
pengembalian investasi pemerintah dan/atau bentuk lain telah
ditetapkan oleh BPJT untuk ruas yang dinegosiasikan.

(3) Negosiasi dapat dilakukan oleh Panitia setelah mendapat
persetujuan Menteri.

(4) Negosiasi harus dilakukan secara profesional dan cermat
berdasarkan HPSPJT dan/atau proporsal investasi Pemerintah serta
sepenuhnya mengacu kepada dokumen pangadaannya dan
kewajaran harga investasi ruas jalan tol yang dinegosiasikan.

(5) Panitia dan peserta lelang dalam bernegosiasi berdasarkan

klarifikasi dan atau negosiasi terhadap komponen-komponen
pembentuk tarif dan/atau lamanya konsesi.
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(6) Negosiasi dilakukan dengan membandingkan dan/atau
mengkoreksi, memeriksa serta memverifikasi terhadap proposal pada
sampul Il penawaran peserta lelang secara tertulis langsung di atas
proporsal penawaran tersebut.

(7) Harga investasi jalan tol pembanding dapat diambil dari PPJT ruas
Jalan tol terdekat dan/atau ruas jalan tol hasil pelelangan pada
tahun yang sama, sebagai referensi negosiasi.

(8) Hasil negosiasi harus menguntungkan Negara, masyarakat dan
pengusaha jalan tol secara wajar dan bertanggung gugat, sesuai
prinsip Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.

(9) Hasil negosiasi dilaporkan Panitia kepada Kepala BPJT dan
selanjutnya Kepala BPJT melaporkan kepada Menteri untuk
penetapan lebih lanjut.

. 41. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 81

(1} Pengalihan Saham BUJT sebelum jalan tol beroperasi secara

komersial hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada BUJT dengan kriteria sebagai berikut :

a. satu atau lebih pemegang saham tidak mampu memenuhi
seluruh atau sebagian kewajiban penyetoran modal pada BUJT
dalam batas waktu yang ditentukan dalam PPJT atau bermaksud
untuk tidak meneruskan/mengurangi investasinya, sehingga
dapat mengakibatkan terganggunya proses pengusahaan jalan

. tol; dan

b. adanya usulan BUJT untuk melakukan Pengalihan Saham yang
disepakati oleh seluruh pemegang saham; dan

. calon pemegang saham BUJT dan/atau pemegang saham BUJT
yang akan menambah persentase kepemilikan sahamnya
memiliki reputasi yang baik dalam berusaha serta memiliki
kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewsgjiban setoran
modalnya kepada BUJT; atau

d. terdapat putusan pengadilan atau arbitrase yang telah
berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan adanya pengalihan
saham,

(3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memberikan kepastian pengusahaan jalan tol;
b. memperkuat kemampuan keuangan BUJT; dan
c. didukung oleh bank atau sindikasi bank pemberi pinjaman.

31




(4) Pengalihan saham dapat mengubah komposisi kepemilikan
pemegang saham mayoritas BUJT.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Peraturan Menteri ini disebarluaskan Kkepada pihak-pihak vyang
berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan seusai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,

Kepala Biro Hukum,
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Siti Martini, SH, M.Si
NIP. 195803311984122001
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